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Abstract

hﬂﬂwﬂhtm!ﬂm“gWWﬁh that has
penetroied into all axpects of N and occury i gpstemic as well as disrupt the
course of development, To handle such carruption has beem @ chromic, of course,
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method wied fn the preporation of thiy reseorch is normotive juridical
approwch, with o secondary date source, The resulty showed thot (1) The role of
whistle blowers and justice collahorator in solving the cuser of corruption that
uﬂdﬂnﬂ:m&hﬂrﬂﬁw}nﬂﬂummﬂnm“ (whisthe-
Miﬂﬂﬂmmmmm'mmrmmmmm
nﬂmhmﬂjhwm#mmmm
collahorator as efforts to resolve cases of corruption contained in: the Supreme
Giourt Circular (SEMAJ No 04 of 2011 on the treatment far the reporting crime
i uﬂwmmumpwuwamwﬂ'uﬂﬂmﬂumjmm
mnmrmﬂnaﬁhqu#ﬁﬂrﬂ#m UN anti-corruption
canvention (United Nations conventions Against Corruption) 2003, Article 10 of
Lwﬂmﬂqfﬂﬂimﬂlﬁuutﬁmq‘ﬂmmﬁﬂm and Article 5,
paragraph 1 and Article 10 A of Law No. 31 of 2014 Amendment to Low No. 13
2006 Hhmmdﬂhﬁn?miﬂmﬂdmﬂlhmmml
whdmrﬂlﬂ'”wrﬁmﬂnbwﬂnrmm:HMM:ﬁr
the eradication of corruption in ndonesin

Keywords: whistleblower and justice collaborator, settlement, corruption
Abstrak

Sebagal extra ordinary crime, koripsl merupaksn problem kompleks yang
telah merambah ke segala aspek kehidupan dan terjadi socara sistemnis serta
menganggu jalannya pembangunan. Untuk monangan! korupsi yang telah
sedemildan kronts, tentunya memerlukan ertro ardinary treatment, sehingga
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pentingnya peran dari seoring whistieblower dan justice collaborator dalam
upaya pemberantazan tindak pidona korupsi. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penyusunan peneliian inl adalab pendelatan yuridig
normatil, dengan data sekunder sebagal sumbernya, Masil penelitian
menunjukkan balwa (1) Peran whistie Mower dan justice coliaborator dalam
upaya penyelesainn kasus korupsl yaltu sebagal saksi pelaky (justics
collaborator), dan pelapor  [whistle-blower), yang dapat memberikan
keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, sehingga
terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan (2) Perlindungan hukum hagi
whistle biower dan justice cellaborator sebagal upaya penyelesalan kasus
korupsi terdapat dalam; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.0# tahun
2011 tentang pertakuan bagl pelapor tindak pidana [ whistleblower) dan sabsi

pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) di dalam perkara tindak
pidana tertemtu, Pasal 37 konvensi PBB anti Korupsi (United Nations
Conventions Against Corrupeion) tahun 2003, Pasal 10 Undang-undang No. 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal § ayat 1 dan
Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubshan Atas Undang-

undang No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Namus pada
tahap implementasings pengabalan peran dari justice colloborotor tindak
pdana korupsi menciptakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di
Indanesia,

Kata kunci: whistleblower dan justice collaberator, penyelesalan, korupsi

A Pendabuluan

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra-ordinary crimes karena
mhmummmuﬂ:ﬁnmmu negara,
tetapi juga telah menghancurkan pitar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan
hﬂmnhukmdnhﬂlmlmnmmmhummm
pﬂhhnnhnnmﬂMH:nhlrlnhthﬂmuﬂmmdMﬁMhhqu
dmpﬂﬂ.mp—ﬁlhhnuﬂhmunlmhmmuhmﬂdan
bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarabat, dan individu
anggota masyarakst 1. Partisipasi selurub  elemen diperfukan untuk
mematangkan kendisi yang bisa mengurangi praktik dan aksi korupsi datam
orientasi pemberantasan korupsi,

Optimalisasi mhumnnn tindak pidana korupsi  merupaian
jawaban tepat dalam menyikapl marakays perilakuy korupsi. Keberhasilan

" Ermanjah Dfabs. 2010, Memberontos Korupst Berstma KPX, Jakarta, Sinar Grafiks, hat 13
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pemberantasan korups) membawa dampak pasitl yani luas bagl rakyat
bangsa dan negara, karena korupsi meminjukian perbuatan yang rusak
burule tidak jujur yang disanghutkan dengan keuangan?. SehingEy WO
merusak subsistem masyarakatbaik subsistem buday3, sosial.
ekonoml Korupsi merupakan kejahatan yang huar
dampalk yang ditimbulicinnya®, Lemahnya integritas dan etikn penysiengaara
negara menjadi  penyebab  utama  terjadin
penyalahgunaan kewenangan stau kekuasaan. Karena aparatur
utama keberhasiian pemerintah mewujudican tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berbagal bentuk tindak pidana korupsi berkalta
keruglan keuangan negaras; Suap-menyuapl penggelapan dalam jabatan;
pemerasan: perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
gratifikasit, Sebagal estra ordinary crime, korupsi merupakan preblem
kompleks yang telah merambah ke segala aspek kehidupan dan terjadi
secara sistemis tanpa mengenal kelas sehingga merusak segala tatanan serta
menganggu jalannya pembanganan. begitu sulitnya pembuktian dalam
persidangan, korupsi disebut fuga sebagal invisible cryme (kejahatan yang
sullt tersentuh). O sampling itu, korupsi merupakan jenis kejahatan yang
mnmmunwmmwmm
Untuk menangani korupsi yang telah sedemikian kronis®, tentunya
memerlukan extra ondinary treatment keuletan dan juga peran serta
berbagal pihak guna memutus mata rantal korupsi.

Salah satu bentuk peran serta yang sangat penting dalam
penanggulangan tindak pidana korupsi dan sempat menjadi trending topic

dengan persoalan:

i Sudurtn, 1996, Mikwm das Hiskes Pidena, Bandung: Alemnd, hal. 115

i Herlambang 201%, Tindok Pdore Penerimg Hosif Kerups, Doger: IPB Press, kal, 2

4 Komii Pembeantzean Keraps (KPKL 20046, Memehami Untwk Membeumi Buln Pondean
Ptk Memakami Tindak Pidana Korupil, fakarta) EPK kal 4-5

i Tri Agung Kristamtn, 200% Jongan Bumsh KPE: Perlowssan Terhadop Usaha
Pemberantazan Korspii Cet ke-1 | Jakarta: PT. Kampas Madia Nusantara, 2009, hal. 22
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beberapa tahun belakangan adalab whirtle blower dan justice collaborgror
PERtingnya peran dari seorang whistle blower dan Jjustice collaboretor untuk
kasus korupst dalam sistem peradilan pidana Hal rersebut penting karena
tindak pidana korups| yang sampai pada suat inl sedah sangat meresahkan
dan membuat situasi d| negara kita menjad| sangat memprihatinkan, dampak
yang bisa ditimbullkan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan
masvarakat.

B. Pembahasan
Lhmmmmmﬂﬂmﬂﬂumﬂplw
Penyelesalan Kasus Korupsi
Sebelum membahas mengenai peran whistle blower dan justice
collaborator, penulls akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud
dengan whistle blower dan justice collaborator.

Ditinjau dari aspek bahasa, secara sederhana whistle blower dapat
diartikan sebagai orang yang mengungkapian fakts kepada publik mengenal
sebuah skandal, bahaya, malprakeik stau korupsi?, Sedangkan Justice
colleborator adalah pelaku yang bekerfasama yaitu orang baik dalam status
saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak
hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting bukti- bukti
yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah. yang dapat
mengunghap suatu tindak pidana, di mana orang tessebut terlibat di dalam
tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana
lainnya®. Istilah justice collaborator dapat disebut juga sebagal pembocor
rahasia atau peniup plult yang mau bekerjasama dengan aparat penegak
hukum atau partisipant whistle blower. 5i pembocor rahasia haruslah orang
yang ada didalam organisasi yang dapat saja teriibat atau tidak terlibat

#  Quentin Dempater, 2006, Whisthe Blower Pava Pemgungkap Faken, |akarta; ELSAM bl |

' fbid, hal6

* Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, Perlindungan Terhadap Pelodu Yang
Beketfosama ({ustice Colfaborator): tulan Dalom Rangka Revis [N Perfindungan Soks
dun Korbar, [akarta: Satgas Pemborantasan Mafia Hukum, hal 3
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didatam tindak pidana yang dilaporian itu®, Kehadiran whistie blower dan

justice collebarator mampu menjadi terobosan dalam penanggulangan
kejahatan korupsi.

Menurut PP No.71 Tahun 2000 tentanyg Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarskat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl, Whistleblower adalah Orang yang
memberi suatu informasi kepada pensgak hulum atai korupsi dan bukan
pelapor.

Istilah pengunghap fakta (Whistleblower) dalam UU Nomor 13 Tahun

2006 tentang pelindungan saksi dan korban tidak memberilkan pengertian
tentang “pengunghap fakta®, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan
pengertlan tentang saksl Adapun yang disehut dengan saksi menurut UL
No.13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan EHEns
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, di
lihat sendiri, atau di alami sendirl,

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak
ﬁd:n-[mwmnwmfmmmm‘
Collaborators]) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu, menyebutian perbedaan
antara whistle blower dan justice collaborater, yaitu:

Whistleblower diartikan sebagai pihak yang mengetahul  dan
melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian darl
pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan Pengertian justice
collaborator adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku
mm"mmﬂﬂﬂmmmwmw
utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai
saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat
mengungkap tindak pidana dimaksud secara efeltil, mengungkap
mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. '

" Firman Wilaya, 301L Whirthe Blower dan |
Jakarta: Penaku. hal, 11 hmhlﬂ.mw
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Dalam UV Nomer 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban Pasa) angka 4 yang dimaksug dengan pelapor atau istilah lainnya
whistle blower adalah Orang yang memberikan laporan informasi, atay
keterangan kepadi penegak hukum mengenal tindak pidana yang akan,
sedang, atay telah terjad) Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud
dengan saksi pelaku atau istilah lainnya justice collaborator disebutkan saksi
pelaku adalah lersangka, terdakowa, atay terpidana yang bekerja sama
dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus
¥ang sama,

Dengan memanfaatkan peran dari keduanya, maka hal terselyyt sangat
membantu para instansi penegak hukum datam mengungkap sebuah kasus
besar, sehingga secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap
kondisi sistem peradilan pidana kita yang mengalami kesulitan dalam
Menyeret para pelaku tindak pidana korupsi ke dalam pengadilan yang
sekaligus menghukum para pelaky sebagal bentuk pertanggungiawaban atas
#pa yang telah lakukan.

Ada beberapa peranan whistleblower dan justice collabaratar sebagal
upaya penyelesalan korupsi. Peranan whistleblower sebagai upaya
penyelesaian korupsi diantaranya:

3. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sangar
diperlukan whistleblower bisa berperan sehagsi saksi maupun
informan atau pelapor.

b.  Whistleblower bisa masuk dalam sistem peradilan pidana ketika
menjadi saksi. Sering kali peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang perlindungan whistleblower dalam memainkan
perannya tidak mampu melindunginya. Peran whistfeblower dalam
sistem peradilan pidana belum maksimal diposisikan sebagai mitra
oleh penegak hukum dalam mengungkap skandal korupsi.

¢ Peran whistichlower sangat penting dan diperlukan dalam rangka
proses pemberantasan tindak pidana korupsi, Namun demikian, asal
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bulan suaty gosip  bagi  pengunghapan korups! maupun  mafia
peradilan. Yang dikatakan Whistleblower itu benar-benar didulung
oleh fakes konkret, bukan semacam surat kaleng atal rumor saja
Penyidikan atau penuntet umum kalau ada laporan  searang
whistieblower harus hati-hati menerimanya. tidak sembarangan apa
yang dilaporkan ity langsung diterima dan harus di uji dahulu.

. Whistleblower berperan untuk memudahkan penggungkapan tindak
pidana korupsi, karena Whistleblower itu sendiri tidak lain adalah
orang dalam disebuat institusi dimana di tenggarai atau dicurigal
telah terjadi praktek korupst, Sebagal orang dalam, seorang
Whistleblower merupakan orang yang memberfkan Informasi telah
terjadi pidana korupsi dimanz dia bekerja.

Ada beberapa peranan fustice colloborator sebagal upaya penyelesaian
korupsi, diantaranya:

3. [fustice Collaborator adalah orang yang ikut berperan datam terjadinya
suatu tindak pidana terorganisir dan dilakuban secara berjamaah
sepert! tindak pidana kerupsl. Namun posisi seorang Justice
Colfabarator bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu
tindak pldana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan
sumber Informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat
bulai lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh
penegak hulum,

b. Justice colloborator sering digunakan untuk  mengungkap
ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri
dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana.

2. Perlindungan hukum bagi whistle blower dan justice collaborator

Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Korupsi

Berbagal bentuk perlindungan hulum bagi whistle blower dan Justice

collaborator sebagal upaya penyelesaian kasus korupsi diantaranya terdapat

dalam:
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Mahkamah Agung [SEMA] No.o4 tahun 207
pelapor tindalk pldana [ whistleblower) dan
hekerjasamy (justice collaboraters) di dalam

Tindak pidana tertentu yang bersifat seriys seperti tindak
Pldana korypsi, terorizme, tindak pidana Pencwclan wang,
Perdagangan Orang. maupun tindak pidana, lainnya yang
bersifar terorganisir, telah  menimbulican masalah  dan
ANCAMAN yang serius terhadap stabilitas zerta nilal-nilai
demokrasl, etika, dun keadilan  serta membahayakan
pembangunan berkelan|utan dan supermasi hulkuym.

2} Dalam Upaya  menumbuhkan partisipasi  publik  guna

mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
butir kesatu distas, harus diciptakan iklim yang kondusif
antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum
serta  perlakuan  khusus kepada setiap orang yang
mengetahul, melaporkan, dan atag menemulkan suaty hal
Yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk

mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secarg
efektf

b. Pasal 37 Kenvensi PER anti Korupsl (United Nations Conventions
Against Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sehagai

beribut :

Avat (2): Setia upmwaj[bmmwumhumn_
mj:nhﬂmhn] hu-mgp _-hun dalam kasus-kasus tertenty
“mengurangi hukuman dan seorang pelaku yang memberikan
kerja sama vang substansial dalam penyelidikan atau
penuntutan suatu kejahatan yag diterapkan dalam konvensi
ini,

(3): Setiap negara peserta. wajib mempertimbangan
ﬂmﬁim ‘sesual dengan prinsip-prinsip dasar hulmn:
nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan
bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam
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penyelidikan atau penuntutan (fustice fﬂl':'lﬂb”m::’l‘] 15"‘“"
tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (WhistleBlower) dan
Saksi I:IE].‘li-[u Vang b'—'kEl'iEI- ST Uusn'ﬂ -E'{Iﬂﬂ'.bﬂm['ﬂr] memang telah
diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No, 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

(1) saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara
hulkum  baik pidana maupun perdata atas laporan,
kesaksian yang akan, sedang atau yang telah
diberikannya. _

(2) seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia
ternyata terbuldi secara sah dan menyakinkan bersalah,
tetapl kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim
dalam meringankan pidana.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

undang No. 13 Tahun 2006 Perlin dungan Saksi dan Korban.
Ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 (1) Saksi dan Korban berhak:

4, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga,
dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya;

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan; '

¢. memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. mendapat penerjemah;

e. bebas dari pertanyaan Yang menjerat;

f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus:

ﬁ. mﬂn;tapat In;ﬂnnasi mengenal putusan pengadilan;
mendapat informasi dalam hal terpidan dibebaskan;

i. dirahasiakan identitasnya o

J. mendapat identitas baru;

k. mendapat tempat kediaman sementara:

L. mendapat tempat kediaman baru;

m.memperoleh penggantian b transportasi sesua
kebutuhan; i i ) aengas

n. mendapat nasihat hukum;

L]
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o. memperaleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas
waktu Perlindungan bera khir; dan/atau
p. mendapat pendampingan

i antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu] pasal,
yakni Pasal 104 vang berbunyi sebagai berikut:

(1] Saksi Pelaky dapat diberikan penanganan secara khusus
dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas
kesaksian yang diberilkan.

{2} Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] berupa:

4. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani
pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka,
terdakwa, dan/atau narapidana yang diungleap
tindak pidananya;

b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku
dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam
proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak
pidana yang diungkapkannya; dan/atau

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa
berhadapan langsung dengan terdakwa yang
diungkap tindak pidananya.

[(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

@ keringanan penjatuhan pidana; atau

b. pembebasan bersyarat, remis tambahan, dan hak
narapidana lain sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan  bagl Saksi  Pelaky yang
berstatus narapidana.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi
besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice
collaborator), dan Pelapor (whistfe-blower), yang dapat memberikan
keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, sehingga
terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.

Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas
dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika
menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai
pelapor tindak pidana dan saksi selaku yang bekerjasama dapat memberikan
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Menurut Satjipto Rahardjo Makna “sistem” dalam Sistem Peradilan

Pidana  adalah  sebagai  jenis satuan, yang mempunyai tatanan

tertentu Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang
fersusun dari bagian-bagian, Beliau juga memaknal sistem sebagal suatu
rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu'. Suaty
pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief,
dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya
tdentik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana. Sistemn penegakan hukum
Pada dasarnya merupakan sistém kelkuasaan/kewenangan menegakan
hukum! . Sudah seharusnya pemerintah berpikir secara progresif untuk
mengikuti perkembangan dalam  melihat persoalan penegakan hubum
dengan memperbaiki peraturan yang ada demi tercapainya tujuan yang ingin
dicapai melalui terobosan-terobosan baru terhadap penyempurnaan undang-
undang di negara kita dalam menanggulangi permasalahan korupsi di
Indonesia yang tentunya mengalami perkembangan yang cukup signifikan
dalam hal motif dan modus operandinya, salah satu yang menjadi hambatan
dan susahnya membongkar kasus korupsi di Indonesia adalah solidnya para
pelaku dalam melindungi satu sama lain,

Korupsi merupakan persoalan yang serius karena dalam KUHAP
keterangan saksi adalah alat bulkt yang paling penting dalam mengunglkap
kasus besar apalagi kejahatan yang bersifat extro ordinary crime seperti
tindak pidana korupsi, sehingga peranan whistle blower dan Justice
collaborator sebagai upaya penyelesaian korupsi dapat membantu dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun kenyataannya beberapa kasuys yang melibatkan justice
collaborator justru tidak mendapatkan haknya seperti yang disebutkan

¥ Satjipto Raharjo, 1991, fmu Mk, Bandung: Citra Adj B
"1 Barda Nawawi Ariel 2011. Kapita Selekta Hedum Flduﬁummin:i'm
Terpadu (Integrated Criminal fustice System ). Semarang: UN D'TPJ!:I“IW? Peradilan Pidana
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Pidana Korupsi, Kejadian tersebut sontak mengagetkan beberapa pihak
karena hakim mengabaikan art penting dari seorang justice collabrator
sehingga hal ini dianggap tidak adanya sikap yang konsisten dan lemahnya
Perspektif aparat Penegak hukum untyk memberikan perlindungan kepada
Justice collaboratorsz, Fengabaian peran dari fustice collaborator tindak
pidana korupsi ini tentu menciptakan preseden buruk bagi pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada dasarnya setiap
masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu jalanya program-
program pemerintahan yang dilakukan oleh seorang Amir (pemimpin) guna
terwujudnya kemaslahatan'®. Peran serta masyarakat tersebut menjadi
semakin urgen guna menanggulangi kejahatan yang bisa saja tidak diketahui
oleh aparat. Begitupun dengan peran whistle blower dan Justice collaborator
merupakan sebagai upaya meminimalisir praktik koru psi.

Penguatan koordinasi antara para intansi penegak hukum dalam
memzahami persepsi tentang kebijakan hukum pidana yan g mencoba mencari
terobosan baru dalam hal menanggulangi kejahatan terorganisir seperti
korupsi dengan memanfaatkan salah satu pelaku yang mau bekerjasama
dengan meruntuhkan tembok persengkokolan para perampok uang Negara
untuk dapat diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Koordinasi yang baik antara penegak hukum dalam

memberantas tindak pidana korupsi dengan mengoptimalkan peran dari

' - ! d/
Buruk kasus Kosasih, Tersedia di: _I'nttp,f,."msmml kompas.com/rea
g ggﬂﬁ; fpgsjgcltgiﬁlEjFresudnn.Bumk.HuuﬂEanh. diakses pada tanggal 2

1: 08.14 WIB
i3 i?::um;-::rpiﬁﬁ ;II‘-:E“ 2012, Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-unsur Penyusun

Bangunan Negara Hukum, Denpasar: Pustaka Larasan hal. 189
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ampak posit
seorang whistle blower dan justice collaborator akan berdampak  positif

terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Penutup
Peran whistle blower dan justice collaborator dalam upaya penyelesaian

kasus korupsi yaitu sebagai saksi pelaku (justice collaborator), dan pelapor
(whistle-blower), yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan
dengan suatu perkara pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan
Perlindungan.

Perlindungan hukum bagi whistle blower dan justice collaborator
sebagai upaya penyelesaian kasus korupsi terdapat dalam: Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No,04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor
tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice
collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Pasal 37 konvensi
PBB anti Korupsi (United Nations Conventions Against Corruption} tahun
2003, Pasal 10 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, dan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006
Perlindungan Saksi dan Korban. MNamun pada tahap implementasinya
pengabaian peran dari justice collaborator tindak pidana korupsi
menciptakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia
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